Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 37 /PBI/2008
TENTANG

TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa tujuan Bank Indonesia adalaBncapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah;

bahwa kestabilan nilai rupiah memerlukan dulmngasar
keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asmgstik,
untuk mendukung perekonomian nasional,

bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk doemg
perkembangan pasar valuta asing yang sehat melalui
pengaturan yang strategis dan komprehensif, khyauenkait
dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksilitha
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dipandang wertuk
mengatur ketentuan mengenai transaksi valuta denhgdap

rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Undang-tbdang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 N@thp

Tambahan..
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Ied@n
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T&l999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir denga
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nah2inir
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Irnslane
Nomor 4901);

3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lahas
Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Ripu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembargarse
Republik Indonesia Nomor 3844);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rkdm
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahos 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjade :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalatandrAJndang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahhdddngan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bamig akilndonesia dan Bank
Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangdAgnNamor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah .

2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah ésisjual beli valuta asing
terhadap rupiah dalam bentuk :

a. transaksspot, termasuk transaksi yang dilakukan dengan vatatiay dan/atau
valutatomorrow;,

b. transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiahgyatandar gain vanilla)
dalam bentukforward, swap, option, dan transaksi lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu;

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

4. Kegiatan Ekspor/Impoadalah:

a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilaydbriesia (ekspor);

b. memasukan barang dan/atau jasa ke dalam wilayabndsia (impor); dan/atau

c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengarf hudan huruf b tersebut
di atas.

5. Cerukan adalah saldo negatif pada rekening gir@ias yang tidak dapat dibayar

lunas pada akhir hari.

BAB I ...
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BAB Il
PENGATURAN TRANSAKSI
Pasal 2
(1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terpadupiah dan/atau
terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingandisgemrmaupun untuk
kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak.
(2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadapidymank wajib memiliki

pedoman internal secara tertulis.

Pasal 3
Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadapid&upengan Nasabah bukan
Bank, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kua)ta asing terhadap rupiah yang
ditetapkan oleh Bank.

Pasal 4

(1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib dsalkan dengan pemindahan
dana pokok secara penuh.

(2) Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Teéaba Rupiah dengan
pemindahan dana pokok secara penuh sebagaiman&sdongada ayat (1),
dikecualikan untuk :

a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukleh Bank dan/atau
Nasabah yang mengalami kejadian luar bidsecd majeure), berdasarkan
penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumergyaemadai;

b. Perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiatuk keperluan
lindung nilai atas:

1. Kegiatan Ekspor/Impor yang mengalaforce majeure, apabila jangka
waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tarsg@haling singkat 1

(satu)...
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(satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekymrpanjangan dan
jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dpghiada

2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pamasab-ordinasi Bank
yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan mouaimum Bank,
apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terpa8apiah tersebut
paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpamjaengan frekuensi
perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengahskgyang dihadapi;

3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengangka waktu paling
singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya daldatavasing, apabila
jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupeisebut paling
singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dendeekuensi
perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengathskgyang dihadapi;

4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan kgngaktu paling
singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu Tresis&aluta Asing
Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga)arbudan dapat
diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dakgawgktu yang sesuai
dengan kondisi yang dihadapi;

5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasg ytalah dimiliki
paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktansaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga)arbudan dapat
diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dakgawgktu yang sesuai
dengan kondisi yang dihadapi;

serta wajib didukung dengan bukti dokumen yang naama

Pasal 5
(1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing &ddp Rupiah apabila

transaksi atau potensi transaksi tersebut terkaiganstructured product.

(2) Ketentuan..
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beibalyi Bank sebagai

penerbitstructured product maupun Bank sebagai agen pengialctured product

(selling agent).

Pasal 6
Bank dilarang memberikan kredit dalam valuta asttam/atau dalam rupiah
kepada Nasabah untuk kepentingan transaksi dérivatuta asing terhadap
rupiah.
Pelarangan pemberian kredit valuta asing dan/afpialr sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi deffivatluta asing terhadap rupiah
yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor.
Pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah untaksaksi derivatif valuta
asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam ranglegid€an Ekspor/Impor
sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib didukung denm#ci dokumen yang
memadai.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bielddku untuk pihak asing.

Pasal 7
Bank dilarang memberikan Cerukan kepada Nasabaimdahngka Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah.
Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dappérsamakan dengan Cerukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangkasdksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah.

Pasal 8

Bank wajib melengkapi dan menatausahakan dokumedugeng atas pelaksanaan

transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasat42)y dan Pasal 6.

Pasal 9...
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Pasal 9

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing TagapaRupiah, Bank berpedoman

kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturark Badonesia ini, Bank yang
melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupialibwanduk pada ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku lainnya yang terkait.

BAB Il
SANKSI
Pasal 11
Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewagbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan/atau Pasal 8 di&arsdnksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemeggram dalam daftar
orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan peagBank; dan/atau
e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya mekud@n mengangkat
pengganti sementara sampai rapat umum pemegangn saffaa rapat anggota

koperasi mengangkat pengganti tetap dengan pearaatBjank Indonesia.

Pasal 12
(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasahsgl B, Pasal 6 dan/atau
Pasal 7, dikenakan sanksi kewajiban membayar masasing sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari nilai nominal masing-ngasiansaksi yang dilanggar.

(2) Perhitungan..
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Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilangggipagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap kewajiban pemindahan danakpskoara penuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung darinmominal Transaksi
Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud;

b. Pelanggaran terhadap Transaksi Valuta Asing Teph&igiah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dari nilai nomifiednsaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah dimaksud;

c. Pelanggaran terhadap larangan pemberian kredigagbana dimaksud dalam
Pasal 6, dihitung dari nilai persetujuan kredit yaligunakan untuk transaksi
derivatif valuta asing terhadap rupiah;

d. Pelanggaran terhadap larangan pemberian Cerukdataarfiasilitas yang lain
yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaidiaraksud dalam
Pasal 7, dihitung dari nilai Cerukan dan/atau itasil lain yang dapat
dipersamakan dengan Cerukan yang diberikan BarkdeeNasabah;

Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dindagsda ayat (1) paling

banyak sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujiyammupiah) dalam 1 (satu)

tahun kalender.

Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaithar@ksud dalam Pasal 11

ayat (1) menggunakan kurs tengah dari kurs trandd&sk Indonesia pada

tanggal terjadinya pelanggaran.

BAB IV
PERALIHAN
Pasal 13
Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing TerhaRapiah dalam rangka

Kegiatan Ekspor/Impor atau yang terkait dengan &egi Ekspor/Impor sebelum

berlakunya...
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berlakunya PBI ini dapat meneruskan transaksi demdksampai dengan jatuh
waktu kontrak.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yasihmwutstanding dalam

suatu kontrak yang jatuh waktu setelah berlakunga iRi dapat diselesaikan

tanpa pergerakan dana pokok antara lain melalui :

a. Percepatan penyelesaiarar(y termination) atau penghentian ufwind)
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;

b. Penyelesaian transaksi melalui restrukturisasiréntransaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah; dan/atau

c. Penyelesaian transaksi dengan menggunakan daaanpimjdari Bank.

Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimanésdunpada ayat (2) dapat

dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan tertotera pihak yang melakukan

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaiman&sdinpada ayat (2), harus

menggunakan rupiah sepanjang memungkinkan.

Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada(y wajib dilengkapi

dengan dokumen yang memadai.

Pasal 14

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaidiareksud dalam Pasal 11

berlaku pula terhadap Bank yang :

a.

melakukan penyelesaian transaksi bukan dalam rakggatan Ekspor/Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau

melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing TdapaRupiah yang tidak
didukung dengan dokumen yang memadai sebagaimarekslid dalam Pasal 13
ayat (3).

BABYV ...
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BAB V
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indomesiiatur lebih lanjut dalam Surat
Edaran Bank Indonesia

Pasal 16
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetammgan Peraturan Bank

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaggard Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2008.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR198
DPD



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 37 /PBI1/2008
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undatgk mengemban tujuan

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiahnkB#ndonesia merumuskan

berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaignah tersebut. Sementara itu,
pengembangan pasar valuta asing domestik yang dajusehat merupakan suatu
langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningiatperan pasar valuta asing
domestik dalam pencapaian stabilitas nilai rupiaBn dmendukung kegiatan

perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitarBamnk Indonesia perlu melakukan
langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturag yerkait dengan aktivitas

transaksi valuta asing di pasar domestik melalatispendekatan yang strategis dan
komprehensif, sejalan dengan upaya untuk meminenalikansaksi valuta asing

terhadap rupiah yang bersifat spekulatif namuaptetendukung aktivitas di sektor rill.

Di samping itu, untuk meningkatkan kesadaran dahatkdatian Bank dalam

melakukan transaksi valuta asing terhadap rupidanddentuk transaksi derivatif,

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang tepedu dilakukan secara

proporsional.

II. PASAL ...



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kontrak adalah konfirmasi ulisrt yang
menunjukan terjadinya transaksi yang antara laimugze dealing
conversation, SMFT/Telex/tested fax confirmation, atau konfirmasi
tertulis lainnya
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga (kurs) valdengaterhadap rupiah”

adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs)\ahlta asing terhadap rupiah

yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kes¢gakuntuk melakukan

transaksi.

Pengertian Nasabah bukan Bank tidak termasuk Baddnkesia.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemindahan dana pokok semmrah” untuk
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah pahgm dana secara
riil untuk masing-masing transaksi jual dan/ataansaksi beli valuta

asing...
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asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nontmaasaksi atau
ekuivalennya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kejadian luar biagarce majeure)”
adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank daiNatabah
tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengattatgQryaitu:
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, at@an, tanah
longsor, kebakaran, kerusuhan masal, perang, a&ksridme,
pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/pengirimaaang,
dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalamabsaksi.
Yang dimaksud dengan “penilaian Bank” antara laienoakup
kewajaran atas akibat yang ditimbulkan darice majeure yang
dialami terhadap Transaksi Valuta Asing terhadapiftu
Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dekutartulis
yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa atadia
komunikasi lainnya.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan "dana usaha, modal disetbg la
ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang
diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal
minimum Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal ramim

bank umum dan ketentuan mengenai kewajiban pergredia

modal...
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modal minimum bank umum dengan memperhitungkan
risiko pasar.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” adalah
penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan
yang tidak melalui pasar modal.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Jangka waktu kepemilikan surat utang negara, safem
obligasi korporasi paling singkat 3 (tiga) bulamasarkan
kepada perhitungan secara gabungan portofolio-surat
berhargalfasket of securities).
Nilai nominal Surat Utang Negara, saham, dan/atau
obligasi korporasi yang digunakan sebagai dasar
(underlying) transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung
berdasarkan harga perolehan.
Surat Utang Negara terdiri dari obligasi negara darat
perbendaharaan negara.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud denganstfuctured product” adalah produk yang
merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan akansderivatif
valuta asing terhadap rupiah, untuk tujuan menéapaambahaimcome
(return enhancement), yang dapat mendorong transaksi pembelian
dan/atau penjualan valuta asing terhadap rupiabkunjuan spekulatif

dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Termasuk Bank sebagai agen penjual dalam hal ialahdpenjualan
structured product luar negeri @ffshore product) yang terkait dengan

valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kredit” adalgenyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkasetpgran atau
kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengank pgéia yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangngtelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasulgapeilalihan
tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang damambilalihan atau
pembelian kredit dari pihak lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak asing” adalah pihakgsebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatngenai
pembatasan transaksi rupiah dan pemberian krethimdaaluta asing
oleh Bank.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9...



Pasal 9
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” &dddatentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai laporan hariak draom .

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yaartpku” antara lain
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenagtasan transaksi rupiah
dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank daeritaan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai pembelian valuta asing terhagaglr kepada Bank.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8) ...



Ayat (8)
Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kual transaksi
ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).
Pasal 12

Aturan pelaksanaan antara lain mencakup pengateingang bukti dokumen.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4945



